
 

BUPATI KUANTAN SINGINGI 

PROVINSI RIAU 

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  

NOMOR   60  TAHUN 2020 

TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA DESA TAHUN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUANTAN SINGINGI, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

Tentang Pengelolaan Keuanagan Desa, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa 

Tahun 2021; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 

2021. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 

Kuantan Singingi dan Kota Batam (lembaran Negara 

Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang 

SALINAN 



Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan 

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4880); 

  2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234);   

  3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495);   

  4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679);  

  5.  Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);     



  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);   

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanaja Negara (Lembar Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 

  7.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 

2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

  8.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

  12.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 



  13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1035). 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG PEDOMAN 

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DESA TAHUN 2021. 

 

BAB I   

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:  

1. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur  dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai 

unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.  

4. Kepala Desa dalah Pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan 

Desa.  



5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 

lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Desa. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. 

7. Pedoman penyusunan APBDesa adalah pokok kebijakan sebagai 

petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, 

pembahasan dan penetapan APBDesa. 

8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara yang diperuntuk bagi Desa yang ditransfer melalui APBD 

dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan 

pemberdayaan masyarakat. 

9. Peratuaran Desa adalah peraturan perundang-undangan yang 

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama 

BPD. 

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 

dengan hak dan kewajiban desa tersebut. 

11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening 

tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh 

penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada 

Bank yang ditetapkan. 

12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban keuangan Desa. 

13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana 

perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD Kabupaten setelah 

dikurangi dana alokasi khusus. 

14. Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang 

selanjutnya disebut BHPRD adalah bagian dari penerimaan pajak dan 



retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada 

Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. 

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya 

disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 

6 (enam) tahun. 

16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP 

Desaadalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah 

Desauntuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

 

BAB II 

PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa 

Pasal 2 

 

(1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 meliputi: 

a. singkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan 

Kewenangan Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa 

(RKPDesa); 

b. prinsip penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDesa); 

c. kebijakan penyusunan APBDesa; 

d. teknis penyusunan APBDesa; 

e. hal khusus lainnya. 

(2) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 

sebagia mana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

BAB III 

PENUTUP 

Pasal 3 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 



Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

 

Ditetapkan di Teluk Kuantan 

pada tanggal   26   Oktober  2020 
 

Pjs. BUPATI KUANTAN SINGINGI, 

 

ttd 

 

RONI RAKHMAT 

 

 

 

Diundangkan di Teluk Kuantan 

pada tanggal    26   Oktober 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, 

 

ttd 

 

H. DIANTO MAMPANINI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020 NOMOR 60   

 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

Kepala Bagian Hukum, 

 

 

 

SURIYANTO, SH., MH 

Pembina 

NIP. 19730603 200701 1 007 

 

 

 


